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Berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp Terdakwa HOTMA TUA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana
Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 351 KUHP. Dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari tindak pidana tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan  atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga jenis
dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal. Dalam hal ini permasalahan  yang
didapat berupa adanya kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam pemilihan jenis dakwaan, dimana yang seharusnya dakwaan yang
paling tepat untuk tindak pidana ini adalah dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan jenis dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang keliru dalam putusan
89/Pid.Sus/2015/PN.Psp dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mewujudkan tujuan hukum.
Penulisan ini bersifat studi kasus apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif (normative legal
research). Data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakan dilakukan dengan maksud memperoleh bahan
sekunder yaitu melalui literatur, buku dan perundang- undangan. Sedangkan bahan primer yaitu putusan hakim dan lainnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini keliru dalam membuat jenis dakwaan dan tutntutannya,
oleh karena itu putusan hakim tidak berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 351 KUHP, hakim seharusnya dalam menjatuhkan
putusan tidak harus lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam fakta persidangan terhadap unsur â€œterhadap
anakâ€• ini telah terpenuhi sehingga dasar hukum yang digunakan oleh hakim belum tepat.
Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum, perlu adanya ketepatan dan kecermatan dalam membuat jenis dakwaan agar tidak
memunculkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah dari batas minimal serta tidak boleh menjatuhkan hukuman yang
lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.
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